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Langkah 1. Pemohon informasi publik
mengajukan permintaan informasi
kepada badan publik, baik langsung
secara lisan, maupun melalui sural atau
surat elekironik (email). Perminlaan
juga dapal dilakukan melalui telepon.

Langkah 2. Pemohon informasi harus
menyebulkan nama, alamat, subjekjenis
informasi yang diminta, bentuk informasi
yang diminta dan cara penyampaian
informasi yang diinginkan.

Langkah 3. Pejabal Pengelola In-
lormasi dan Dokumentasi (PPID)
pada badan publik mencalal semua
yang disebutkan oleh pemohon
informasi pada Langkah 2,

L,

Langkah 4. Pemohon informasi harus
meminla landa bukli kepada PPID di
badan publik bahwa telah melakukan
permintaan  informasi, serta nomor
pendaftaran permintaan.

Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang
bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Langkah 1.
Keberatan diajukan ke-
pada atasan Pejabal

w® Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

Langkah 2. Atasan PPID harus
memberikan keputusan/tangga-
pan atas pengajuan keberatan
tersebut paling lambat 30 hari
kerja setelah dilerimanya ke-
beratan secara tertulis. Apabila
atasan PPID menguatkan putu-
san bawahannya maka alasan
tertulis  disertakan  bersama
kepulusanitanggapan tersebut.

Jika pengaju seng-
keta puas atas pu-
tusan atasan PPID,
sengketa selesai. i

Pengajuan
sengketa ke
Komisi Informa-
si  selambat-lam-
batnya  dilakukan
14 hari kerja sejak diteri-

manya kepulusan/tanggapan ter-
tulis dari atasan PPID.
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Jika pengaju sengketa tidak
puas atas putusan atasan PPID,
sengketa dapat dilanjutkan mel-
alui Komisi Informasi.



Penyelesaian Sengketa Informasi

di Komisi Informasi
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Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Kemisi Informasi, yang
langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

Langkah 1.

Pangauan sengketa ﬁ

ke Komisi selambat-

lambatnya dilakukan

14 hari kerja sejak

dienmanya keputu- -

xmﬁ:::“;::;" Langkah 2. Dalam wakiu 14 har

i kerja sejak ditermanya permo-

honan penyelesaian senghkeia
Komisi Informasi hanes mula
mielakukan proses penyelesaian
sengheta melal mediasl dan
atau adjudikasi
Proses penyelesaan sengkela

Jka pada tahap mediasi 4§ informasi yang dilakukan oleh

dihasilkan  kesepakalan Komisi Informasi melalud mediasi

Jika pada tahap mediasi lidak dihasikan
kesopakatan alau tedadi penarikan dif dari
salah satu pihak Mau para pihak. maka Komisi
Informasi  melanjutkan  proses  penyelesaian
sengketa melalul adjedikasl.

Jika pemohon informasi
puas alas kepulusan
adjudikasi Komisi Infor-
maksi, sengkata selesai

maka  hasi Hlﬂpﬂahr;
tersebut  dilelapkan oleh
Putusan Komisl Informasi

danfalau  adjudikas  tersebu
disglesaikan paling lambal 106
hai kerrja

Jika pemohon infemasi tidak menerimatidak puss
dengan Pulusan Komisi Informasi, maka  dapal
mengajulcan gugatan ke pengadilan dalam wakiu 14
har kera sejak dlenmanya pulusan tersebul, dan

menyalakan secarslertulis bahwa bdak menenmattak
puas dengan Pulusan Adudikasi Komisi Informasi

SELESAL
Putusan Komisi Informasi
berdasar kesapakatan para
pihak baersifal final dan
nvengikat

Tahap 3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang
langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugaltan
dilakukan ke Penga-
dilan Tala Usaha
MNegara apabila yang
digugat  (lergugat)
adalah Badan Publik
Megara.®

Gugatan dan pernya
taan tertulis hasil adju-
dikasi Komisi Informasi
diajukanke pengadilan
selambat-lambatnya
14 hari kerja sejak
diterimanya putusan
Komisi Informasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi
di Pengadilan
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Pengajuan gugatan
dilakukan ke
Pengadilan Megeri
apabilayangdigugat
(tergugat) adalah
Badan Publik selain
Megara.™
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Penggugat menerima
putusan pengadilan

Jika tlidak menerima
putusan pengadilan,
penggugat  meng-
ajukan HKasasi ke
Mahkarnah Agung

Pengajuan kasasi
dilakukan selambat-
lambainya 14 han
sejak  diterimanya
putusan Pengadilan
MNegeri atau Peng-
adilan Tata Usaha
Negara.




